BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh
masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang ini. Berdasarkan pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
menerangkan “perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan
transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah
Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk
memperoleh imbalan atau konpensasi”.*

Seiring berjalannya waktu tentu kebutuhan manusia akan terus
bertambah, oleh karena itu perkembangan ekonomi dan perdagangan selalu
mengalami perubahan dan pertumbuhan. Kebutuhan manusia akan selalu
meningkat seperti kebutuhan primer dan tersier. Kebutuhan primer
merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi diantaranya
pangan, sandang serta pakaian. Pakaian merupakan sesuatu yang selalu
melekat pada tubuh manusia karena berfungsi sebagai penutup tubuh dan
memberikan keamanan, kenyamanan dan kehangatan dalam kehidupan
sehari-hari. Pakaian juga memiliki fungsi lain yakni sebagai lambang status

atau identitas seseorang baik secara ekonomi maupun sosial.?

! Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan,him. 2.

2 Robi Aditya, Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan
Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan), Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik
Universitas Riau, JOM FISIP Vol. 4 No. 2 — Oktober 2017, him.2



Bedasarkan Wikipedia pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang
digunakan sebagai penutup tubuh.®> Sementara kata bekas Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata bekas adalah sesuatu yang
tertinggal sebagai sisa (yang telah rusak, terbakar, tidak dipakai lagi, dan
sebagainya). Arti lainnya dari bekas adalah sudah pernah dipakai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015
Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas pada pasal 1 angka 2 yang
mendefinikan Pakaian bekas sebagai produk tekstil yang digunakan sebagai
penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.
Dalam hal ini pakaian bekas impor, yakni produk tekstil yang digunakan
sebagai penutup tubuh manusia yang berasal dari Negara lain yang diimpor
ke wilayah Republik Indonesia . Sejalan dengan perubahan model pakaian
membuat orang semakin banyak untuk membeli dikarenakan hanya untuk
memenuhi rasa panasaran saja. Harga pakaian bekas impor relatif murah dan
berkualitas baik sehingga banyak menarik perhatian masyarakat karena tidak
semua orang mampu membeli baju branded ternama dengan harga tinggi.®

Banyaknya produk impor masuk ke dalam negeri secara ilegal ini
seperti pakaian bekas dengan harga yang relative murah akan berpengaruh

kepada menurunnya industri dalam negeri dikarenakan produk industri dari

* https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian, Diakses pada 05 Januari 2023, Jam 11:58 WIB.

* https://kbbi.web.id/ Bekas, Diakses pada 14 Desember 2022, Jam 12:33 WIB.

® Pasal langka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan
Impor Pakaian Bekas.

® Rahmat Firdaus, Penindakan dan Penyelidikan oleh Kantor Bea dan Cukai terhadap
Penyelundupan Pakaian Bekas Impor di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2014-2015, Fakultas
Ilmu Sosial dan IImu Politik Universitas Riau, JOM FISIP Vol. 6: Edisi | Januari — Juni 2019,
hlm.2



luar negeri telah beroperasi dengan teknologi yang lebih maju dan juga
kerugian Negara akan meningkat secara pesat.’

Negara mengalami kerugian sampai miliaran rupiah sebagai dampak
penyelundupan pakaian bekas. Tindakan penyelundupan pakaian bekas untuk
keuntungan besar biasanya dilakukan dengan melanggar tata cara impor dan
ekspor yang berlaku saat ini yang jika dibiarkan tanpa adanya pengaturan
bisa membuat rakyat mengalami kerugian. Kerugian tersebut diantaranya
finansial negara kita karena pajak Bea dan Cukai yang dipungut tadinya ingin
dipakai untuk dialokasikan sebagai dana pembangunan nasional. Pemerintah
Indonesia sejak 18 Januari 1982 telah melarang impor pakaian bekas, namun
masih banyak orang yang menyelundupkannya. Jika impor pakaian bekas
terus dibiarkan, maka akan berdampak besar bagi industri pakaian dalam
dalam negeri.?

Tumbuhnya perdagangan pakaian bekas impor tidak terlepas dari
maraknya penyelundupan pakaian bekas di seluruh Indonesia, termasuk di
Batam, Kepulauan Riau. Kota paling besar di Kepri sendiri adalah Kota
Batam. Wilayahnya mencakup Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau
Galang (ketiganya dihubungkan lewat Jembatan Barelang) serta pulau-pulau
kecil lainnya di Selat Singapura dan Selat Malaka. Berdasarkan data dari
Disdukcapil Kota Batam, pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Batam

tembus di angka 1.157.882 jiwa, dengan kepadatan 1.206,13 jiwa/km?2,

’ Bonaraja Purba.,Dkk. Ekonomi Internasional (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021),
him.42.

® Dita Birahayu, Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas, Universitas
Hang Tuah Surabaya, Perspektif Hukum, VVol.20 No.1 Mei, him.157



Tingginya angka permohonan impor pakaian bekas inilah yang
menjadi penyebab maraknya penyelundupan pakaian bekas di wilayah kota
Batam. Berdasarkan peruntukannya, penyelundupan di Kepulauan Riau dapat
dipelajari dalam dua jenis, yaitu:®
a.  Penyelundupan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat

perbatasan.

b.  Penyelundupan barang mewah atau barang bernilai tinggi untuk
konsumsi masyarakat di provinsi lain dilakukan melalui Provinsi
Kepulauan Riau.

Pemerintah melarang hal tersebut untuk mengingatkan masyarakat
tentang bahaya menggunakan pakaian bekas terhadap kesehatan masyarakat,
khususnya konsumen pakaian bekas impor. Sebuah studi yang dilaksanakan
Dirjen  Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian
Perdagangan meneliti 25 (dua puluh lima) tipe pakaian bekas yang merebak
di pasaran. Pakaian meliputi baju anak (jaket), pakaian wanita (rompi,
sweater, gaun, rok, atasan, short pants), sandang pria atau men's clothes
(jaket, trousers, short pants, T-shirt, sweater, kemeja, celana dalam).
Percobaan dilangsungkan pada jenis mikroorganisme tertentu yang mampu
survive pada pakaian, seperti “Staphylococcus aureus” (S. aureus),

“Escherichia coli” (E. coli) dan beberapa jenis fungi tertentu.™®

% Edy Suprapto, Peta Resiko Penyeludupan di Indonesia (Jakarta: PT Elex Media
Komputindo, 2021), him. 10

10" Silvester Dece Jelira, Andi Purnawati dan Ida Lestiawati, Penerapan Sanksi Pidana
terhadap Pelaku Penyelundupan Import Pakaian Bekas (Studi Kasus Beberapa Putusan
Pengadilan), Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu, him.1864



Mengikuti hasil penelitian tersebut, pakaian bekas impor yang dijual
dan diedarkan tersebut memungkinkan penularan penyakit yang disebabkan
oleh kuman yang terdapat di dalamnya dan tidak diragukan lagi akan
merugikan orang-orang. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat
ditularkan secara langsung maupun tidak langsung dari satu orang ke
lainnya.'!

Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan dalam Pasal 57 ayat (1)
huruf a dan b yang mengatur bahwa “barang yang diperdagangkan di dalam
negeri wajib memenuhi SNI dan persyaratan teknis”. Pedagang juga
dilarang memperjualbelikan produk yang tidak mencapai standar SNI. Ayat
(4) juga menyatakan bahwa dengan standarisasi barang Menurut SNI,
penerapan standar yang memenuhi SNI harus memperhatikan keselamatan,
keamanan, kesehatan dan lingkungan bersaing antar produsen dalam negeri
dan persaingan perdagangan yang adil, kapasitas dan ketersediaan dunia
mempersiapkan isu-isu nasional dan menyiapkan infrastruktur kelembagaan
yang sesuai.*?

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan menerangkan,
pakaian bekas yang boleh masuk ke daerah impor dan diperbolehkan masuk
ke Indonesia merupakan barang yang baru. Artinya pakaian bekas tidak

boleh masuk ke Indonesia, apalagi sampai dipasarkan dan diperdagangkan.

1 Ahmad Mulia S. Pandia dan Nurhafifah, Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor di
Kota Medan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, JIM Bidang Hukum Pidana, VVol.2 No.4
November 2018, him. 721

12 pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan



Serta pasal 51 ayat (2) menyatakan importir dilarang mengimpor barang
yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk impor*3.

Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang
Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang berbunyi: “Barang Impor terlarang
berupa kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas, yang mana pada
penelitian ini dibatasi pada pakaian bekas. Serta Pasal 3 ayat (2) Importir
dilarang mengimpor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3).14

Sanksi terhadap pedagang pakaian bekas impor diatur dalam Pasal
111, 112 dan 113 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang
Perdagangan yang berbunyi:*®

Pasal 111 “Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan

tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 112 ayat (2) “Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan

sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun  dan/atau  pidana denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 113 “Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam

negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara
wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib

13 pasal 47 ayat 1 dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan

14 pasal 2 ayat 3 huruf d dan pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun
2021 Tentang Barang Larangan Ekspor dan Barang Larangan Impor

15 pasal 111,112 ayat (2) dan pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Bisnis ballpress atau pakaian bekas masih berkembang pesat

khususnya di kota Batam disebabkan orang-orang cenderung memilih

membeli pakaian bekas impor yang berkualitas dan terjangkau sehingga

permintaan akan pakaian bekas impor semakin meningkat. Hal ini

ditunjukkan oleh banyaknya lokasi tempat usaha impor pakaian bekas,

seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Lokasi Tempat Perdagangan Pakaian Bekas Impor

di Kota Batam

l\éo

Nama Tempat

Lokasi

i

Pasar Aviari

Plaza Aviari, Lantai 3 No. 7-8, Buliang,
Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau

Pasar Second Jodoh
Batam

Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Kota
Batam, Kepulauan Riau

Pasar Seken Taras

TARAS (Taman Raya Square, Belian,
Batam Kota, Kota Batam

Pasar kaget Tiban
Global Sekupang

Kecamatan Sekupang, Kota Batam,

5.

Pasar Pagi Jodoh

Jalan Depan Ramayana Dept Store,
Kota Batam

Sumber: Data Olahan Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, masih banyak oknum pedagang yang

menjual pakaian bekas impor bahkan di pasar tradisional seolah-olah semua

itu dibenarkan. Pedagang itu sendiri adalah setiap orang atau badan yang

bergerak dalam penyediaan barang dan jasa sampai kepada konsumen.*® Hal

16 Janus Sidabolak, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Raja Grafindo
Persada Jakarta, 2004, him. 13




ini menunjukkan bahwa pemerintah masih lemah melaksanakan fungsi
pengawasan terutama terhadap impor pakaian bekas dan kurangnya
penegakan hukum yang tegas terhadap para pengusaha penjual pakaian
bekas impor. Padahal ini semua tentu untuk menjalankan fungsi dari hukum
itu sendiri.

Adapun uraian dari fungsi hukum oleh para ahli, antara lain sebagai
berikut: ' Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan “Hukum berfungsi
melindungi kepentingan manusia serta hukum harus diterapkan secara
nyata”. Menurut Lambertus Johannes Van Apeldoorn “Hukum mempunyai
fungsi mengatur kehidupan sosial yang damai karena hukum memerlukan
perdamaian”. Fungsi hukum pada hakikatnya tidak lebih dari untuk
mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Penegak hukum memegang peranan penting bagi berjalannya hukum,
Jjika regulasinya baik tetapi kualitas penegakan hukumnya buruk, maka akan
timbul masalah. Begitu pula sebaliknya, jika regulasinya tidak bagus
sedangkan kualitas penegakan hukumnya bagus, bisa juga menjadi masalah.
Artinya, penegak hukum memiliki pengaruh yang besar sebagai penerapan
peratutan, semakin profesional aparat dalam fungsinya, semakin mudah
untuk menegakkan norma-norma tersebut. Dalam hal ini peneliti ingin
melakukan penelitian terhadap beberapa aparat penegak hukum yang
sekiranya berwenang serta bertanggung jawab dalam melakukan penegakan

hukum dan melakukan pengawasan terhadap perdagangan pakaian bekas

7 salle, Sistem Hukum dan Penegakan Hukum (Makasar: CV.Social Politic Genius
(SIGn), 2020), him. 11.



yang diimpor ke Kota Batam diantaranya Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Batam dan pihak kepolisian dalam hal ini Polreta
Barelang Batam.

Terkait kewenangan Dinas Perindustrian Terhadap pengawasan
terhadap perdagangan diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2014
tentang perdagangan menerangkan sebagai berikut:*®

Pasal 98 ayat (1) “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai
wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.”

Pasal 99 ayat (1) “Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri.”

Pasal 100

(1) “Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 99 ayat (1), Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang
Perdagangan.

(2) Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan
pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.

(3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan
pengawasan terhadap Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang,
dan/atau diatur;

Melihat Peraturan Wali Kota Batam No. 60 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Pasal 15 menjelaskan bahwa salah satu fungsi dan tugas
Disperindag di bidang pengawasan pasar adalah melaksanakan, memantau,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan ruang lingkup pengawasan
pasar. Selain itu, dalam Pasal 19 ayat (4) huruf k yaitu, kewenangan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam untuk melakukan penegakan

' pasal 98,99 dan 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
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hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum dalam
menjalankan usaha perdagangannya.*

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam juga memiliki
Aparat Penegak Hukum yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang bisa
disingkat PPNS. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang
dimaksud penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing.?°

Permasalahan mengenai perdagangan pakaian bekas impor juga bisa
diatasi oleh para penegak hukum lainnya yaitu aparat kepolisian. Sesuali
Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang berbunyi ;%!

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

meneggakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya
keamannan dalam negeri”.

Berdasarkan pasal tersebut Kepolisian bertanggung jawab

memberikan perlindungan , keamanan kepada masyarakat serta melakukan

penegakan hukum terhadap pedagang yang memperdagangkan pakaian

19 pasal 15 dan 19 Peraturan Walikota Batam tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan

*® pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

*! pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
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bekas impor yang saat ini sangat marak terjadi di kota batam sehingga
upaya-upaya penanggulangan aparat kepolisian sangat diperlukan sebagai
pelaksana atas ketentuan undang-undang karena penegakan hukum pidana
tidak cukup jika suatu perbuatan diatur di dalam suatu undang-undang saja
tanpa adanya upaya untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan.

Tidak disarankan untuk menjual pakaian bekas karena berbahaya
terhadap kesehatan konsumen, tidak menjamin keamanan bagi pengguna
dan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, semua sanksi yang tertuang
dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang
Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terhadap pedagang
pakaian bekas impor tidak ditegakkan oleh penegak hukum di Kota Batam
Bahkan pakaian bekas pun terkadang dijual secara terbuka. Berdasarkan hal
tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai
Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor di Kota

Batam.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di
Kota Batam?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap

pedagang pakaian bekas impor di Kota Batam?
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1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang
pakaian bekas impor di Kota Batam
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan

hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Batam

1.4. Manfaat Penelitian
1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini
adalah untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis
mengenai penegakan hukum bagi para pengusaha dagang pakaian
bekas yang ada di kota Batam serta memberikan pengetahuan hukum

dan kajian-kajian lain yang berkaitan dengan penelitian.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini,
diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan
dapat dijadikan referensi atau bahan mahasiswa dalam bentuk buku

maupun jurnal khususnya bagi mahasiswa hukum pidana



